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Abstract
The aim of this research is to build a strategy for Indonesia 's involvement in the PalestinianIsraeli peace process. We first identify the main obstacle for such involvement, which, in our
view, is the absence of official contacts between Indonesia and Israel. The opening of such
contacts, however, is not possible due to a number of reasons. First and foremost, the
opening of such contacts will create tremendous political pressures to the government from
the Islamic communities. In addition, the economic gains of such an opening are not quite
tangible. Finally, the opening of such contacts could easily be interpreted as a violation to
the constitution which clearly calls for the right to independence. To tackle those problems,
our proposal is to build an unofficial-official which combine the Taiwan model and the
backchannel model and add it with the normative framework and pragmatic interests for
Indonesia's involvement.

Keywords: Mediation, Peace, Palestina, Israel, Unofficial-official, backchannel

Pendahuluan
Kebijakan Indonesia dalam isu konflik Palestina-Israel senantiasa menjadi sumber

perdebatan di kalangan publik dan akademisi. Tema utama perdebatan tersebut adalah perlu
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atau tidaknya Indonesia mengambil peran yang lebih konstruktif dalam proses perdamaian
Palestina-Israel (selanjutnya disebut sebagai proses perdamaian). Pro dan kontra muncul dan
bersumber dari tiga hal utama. Pertama, adanya dilema identitas Indonesia yang Islam atau
Indonesia yang plural.

2

Dilema identitas tersebut menimbulkan kebingungan dalam

menentukan sejauh mana nilai-nilai Islam harus dimunculkan dalam kebijakan luar negeri
Indonesia. Kedua, adanya benturan kepentingan antara pemerintah dengan kelompokkelompok

Islam.3 Kebuntuan dalam menemukan keseimbangan antara kebutuhan pemerintah

dalam politik intemasional dan keharusan memenuhi tuntutan kelompok-keiompok Islam
menciptakan kegagalan dalam membangun kebijakan dengan arah yang tegas. Ketiga, adanya

ketidakmampuan dalam merumuskan pragmatisme kepentingan sehingga kebijakan yang
diambil cenderung normatif dan terkesan

inkonsisten.4

Salah satu masalah yang menjadi kendala bagi keputusan untuk terlibat lebih aktif
dalam proses perdamaian adalah isu pembukaan hubungan diplomatik Indonesia-Israel.
Indonesia memiliki kebutuhan untuk bersikap netral agar mampu menjadi mediator

perdamaian yang adil. Salah satu perwujudannya adalah kemampuan untuk menjaga
keseimbangan relasi dengan para pihak yang bertikai. Indonesia sudah memiliki relasi baik
dengan Palestina yang ditunjukkan dengan pembukaan kantor perwakilan Palestina di

Indonesia. Namun, Indonesia tidak memiliki kontak resmi dengan Israel.
Pembukaan kontak resmi Indonesia-Israel sendiri terkait dengan tiga

pertimbangan.5

Pertama, pemerintah harus mempertimbangkan keuntungan ekonomis dan teknologi dalam

isu hubungan dengan Israel. Kedua, pemerintah harus mempertimbangkan situasi politik
domestik Indonesia. Ketiga, pemerintah harus tetap mempertimbangkan pesan konstitusi.
Ketiganya mengarah pada keputusan untuk tidak membuka kontak resmi dengan Israel.

Kontradiksi tersebut memunculkan beberapa permasalahan mendasar. Apakah
kebijakan Indonesia untuk berperan aktif dalam proses perdamaian hanya bisa dibangun

setelah didahului dengan pembukaan hubungan diplomatik Indonesia-Israel? Adakah solusi

lain untuk mengatasi ketiadaan kontak resmi Indonesia-Israel demi meningkatkan
keterlibatan Indonesia dalam proses perdamaian? Skema seperti apakah yang harus
dikembangkan oleh Indonesia agar Indonesia dapat berkontribusi positif bagi proses
perdamaian? Penulisan artikel ini bertujuan untuk menghasilkan rumusan skema mediasi

Indonesia dalam proses perdamaian.
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Tinjauan Pustaka

Mediasi dalam proses perdamaian pernah dilakukan oleh beberapa aktor, antara lain:
Norwegia, Amerika Serikat (AS), Kelompok Kuartet, dan Liga Arab. Dalam tinjauan pustaka

ini telaah mengenai mediasi yang dilakukan Norwegia tidak akan dilakukan karena

digunakan sebagai salah satu skema yang akan diintegrasikan dalam kebutuhan mediasi
Indonesia.

Keterlibatan AS dalam proses perdamaian Palestina-Israel dimulai sejak Konferensi
Madrid tahun 1991. Dalam Konferensi Madrid, negosiasi Palestina-Israel dilakukan sebagai
sub-dialog dalam negoasiasi Yordania-Israel. Sejak awal, AS sudah mengambil posisi jelas
dalam aktivitas mediasinya dengan tidak menggunakan kekuatan dan pengaruhnya untuk

memaksa Israel berdamai jika mereka tidak

menginginkannya.6 Upaya

mediasi AS sendiri

mampu bertahan selama lebih dari satu dekade. Amerika Serikat memainkan peran yang
sangat vital dalam proses perdamaian Palestina-Israel, terbukti dengan hadirnya beberapa

kesepakatan dan negosiasi sebagai berikut:

Tabel 1. Perundingan-perundingan Palestina-Israel yang dimediasi oleh AS
Tabu-

1993

Perundingan
Deklarasi Prinsip
(Kesepakatan
Oslo)

1994

Kesepakatan Kairo
(iCairo Accord)

_ _

Mediator Iain

Penandatangan kesepakatan Deklarasi
Prinsip yang menjadi dasar bagi
perundingan-perundingan selanjutnya.

Upaya untuk membangun
kesepakatan dilakukan oleh
Norwegia, penandatanganan
kesepakatan dilakukan di
Washington, DC setelah hasil
perundingan diberitahukan
kepada Presiden Bill Clinton.

Penandatangan kesepakatan untuk

Mesir lebih banyak berperan
dibandingkan dengan AS.

mengimplementasikan Deklarasi Prinsip

1995

Kesepakatan Oslo

Wilayah Gaza dan Tepi Barat dibagi
dalam 3 kategori wilayah. Sekitar 3%
wilayah berada dalam kontrol penuh
Palestina, 24% ada dalam kontrol bersama
(sipil di bawah Palestina, keamanan di
bawah Israel) dan sisanya dikontrol penuh
oleh Israel.

Mesir dan Yordania turut terlibat
dalam menengahi negosiasi.

1997

Kesepakatan

Menyepakati penarikan mundur Israel dari

Tidak ada

Hebron

Hebron

1998

Kesepakatan Wye
River

Tidak ada hal baru selain tindak lanjut dari
Kesepakatan Oslo

Yordania

1999

Pertemuan di
Sharm el-Sheikh

Tidak ada kesepakatan yang dihasilkan,
hanya merupakan pertemuan pembuka

Mesir

2000

Camp David II

Gagal menghasilkan kesepakatan karena

Mesir dan Yordania

kedua pihak tidak bersedia memberikan
GLOBAL Vol. 13 No. 1 Mei 2011

77

konsesi. Masalah ketidaksiapan kedua
pihak untuk berunding juga muncul
sebagai penjelasan kegagalan.
2003

Peta Jalan Damai

{Road Map to
Peace)

Mengatur penyelesaian masalah PalestinaIsrael dalam tiga fase. Ketiga fase tersebut
dinilai tidak realistis dan gagal membawa

Kelompok Quartet (AS, Rusia,
Uni Eropa, dan Liga Arab)

penyelesaian
2007

Pertemuan
Annapolis

Merupakan usaha untuk mempertemukan
kembali kedua pihak yang bertikai di meja
perundingan. Tidak ada hasil yang

Kelompok Quartet

disepakati.
Sumber: William B. Quandt (2005); Morris (2001), terutama bab 13; Rabinovich (2004); dan Ross (2004);

untuk pertemuan Annapolis lihat website Kementerian Luar Negeri AS

Mediator Iain dalam proses perdamaian Palestina-Israel adalah Kelompok Kuartet

(beranggotakan AS, Rusia, Uni Eropa, dan

PBB).7 Salah satu kesepakatan yang dihasilkan

mediasi kelompok Kuartet adalah Peta Jalan Damai. Peta Jalan Damai mengatur secara detil
8

rencana pembentukan negara Palestina dalam tiga fase. Rencana tersebut dinilai tidak

realistis oleh banyak kalangan karena beberapa alasan.9 Salah satu alasannya adalah adanya
permintaan agar PLO menyelesaian masalah gangguan keamanan terhadap Israel yang
dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal Palestina. Persyaratan ini akan mendorong

Palestina pada konflik internal.
Upaya mediasi proses perdamaian juga dilakukan oleh Liga

Arab.10 Proposal damai

yang diusulkan oleh Liga Arab tersebut adalah Arab Peace Initiative (API) yang dikeluarkan

tahun 2002. Inisiatif ini secara tegas mendukung prinsip land for peace sebagai strategi utama

perdamaian. Liga Arab menawarkan “relasi yang normal” sebagai kompensasi bagi penarikan
mundur Israel pada batas 1967. Selain itu, API juga memberikan solusi penyelesaian
mengenai masalah pengungsi dengan tetap menghargai keinginan Israel, sesuai dengan yang
tertera pada dokumen Clinton’s Parameter. Hal ini menjadikan API sebagai solusi

perdamaian yang paling komprehensif dengan tanpa menekan salah satu

pihak."

Jika dibandingkan dengan Amerika Serikat, Kelompok Kuartet, ataupun Liga Arab,
pengaruh, kekuatan politik, dan kekuatan ekonomi Indonesia jelas kalah jauh. Untuk itu,

Indonesia tidak bisa meniru skema keterlibatan yang dilaksanakan oleh aktor-aktor tersebut.
Indonesia dapat menggunakan peran mediasi Norwegia sebagai rujukan mengingat keduanya

sama-sama berstatus kekuatan menengah ( middle power) dalam politik internasional.
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Metode Riset
Usaha untuk mengembangkan skema keterlibatan Indonesia dalam proses perdamaian
Palestina-Israel dilakukan dengan mengintegrasikan dua strategi yang sama-sama telah teruji
dalam kebutuhan dan kasus yang berbeda. Strategi pertama, model semi-ofisial Taiwan

(selanjutnya disebut sebagai model Taiwan) dipilih karena kemampuannya dalam mengatasi
hambatan ketiadaan kontak diplomatik resmi dalam praktek pergaulan internasional. Model
ini berguna dalam kebutuhan Indonesia untuk mengatasi ketiadaan hubungan resmi

Indonesia-Israel. Strategi kedua, model backchannel Norwegia dipilih untuk meminimalisasi

resiko politik domestik yang harus dihadapi sebagai dampak dari kontak Indonesia-Israel.
Integrasi kedua strategi tersebut masih harus dikombinasikan dengan kerangka ideal
(normatif) dan kebutuhan pragmatis kebijakan luar negeri Indonesia dalam mediasi proses
perdamaian Palestina-Israel. Untuk lebih jelasnya lihat dalam alur berpikir berikut:

Bagan 1. Alur berpikir
Skema keterlibatan
Indonesia dalam
proses perdamaian

Palestina-Israel

Faktor-faktor utama
kebijakan luar negeri

Integrasi strategi

Indonesia

Strategi I: model

Strategi II:

Taiwan

Backchannel

Normatif/ideal

Pragmatis
(kepentingan
nasional)

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik, antara lain: studi
literatur, wawancara mendalam dengan akademisi, praktisi, dan wartawan, serta focus group

discussion (FGD).
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Hasil dan Pembahasan

Ganjalan utama bagi keterlibatan Indonesia dalam proses perdamaian adalah
ketiadaan hubungan resmi Indonesia-Israel. Upaya untuk mengatasi masalah ini menjadi
rumit karena kuatnya pro dan kontra di dalam masyarakat dan birokrasi pemerintahan.

Ketiadaan hubungan resmi Indonesia-Israel tersebut berpotensi mengganggu sikap netral

Indonesia sebagai mediator perundingan. Kendala lain yang dihadapi adalah tidak hadirnya
kepentingan riil Indonesia untuk terlibat aktif dalam proses perdamaian dan adanya ramburambu konstitusi. Untuk itu, strategi yang dikembangkan harus mampu mengantisipasi kedua
kendala tersebut.

Strategi Unofficial-Official
Penulis mengusulkan perumusan strategi unofficial-official untuk mengatasi kendala

dalam hubungan Indonesia-Israel yang dibangun dengan mengintegrasikan model Taiwan

dan model backchannel.
Taiwan merupakan sebuah keunikan diplomatik. Dalam pergaulan intemasional
terdapat dua entitas politik yang sama-sama mendaku dirinya sebagai China. Selain Taiwan

ada juga People's Republic of China (selanjutnya disebut sebagai China).

12

Keduanya

mengadopsi kebijakan satu China (one China policy) yang memaksa negara-negara untuk
hanya mengakui satu China. Jika negara tersebut mengakui pemerintahan komunis di Beijing

sebagai representasi China maka negara tersebut tidak bisa mengakui pemerintahan
nasionalis di Taipei sebagai representasi China.

Sebagai dampak dari kebijakan satu China, Taiwan harus berkompetisi dengan China

Daratan dalam membangun mitra diplomatik. Kelemahan posisi politik Taiwan dalam
pergaulan intemasional jika dibandingkan dengan China Daratan membutuhkan strategi yang

tidak umum yaitu dengan mengadopsi pragmatic diplomacy dan mengembangkan track-two
diplomacy.'3 Strategi tersebut dipraktikkan dengan menggunakan instrumen ekonomi untuk

menarik minat negara-negara kecil membuka relasi diplomatik dengan

Taiwan.14 Strategi ini

dijalankan dengan beragam pendekatan, baik bilateral maupun multilateral. Salah satu

keberhasilan diplomasi Taiwan adalah kemampuan mereka untuk menjadi pemain kunci
dalam jejaring ekonomi regional dan intemasional. Kemampuan tersebut membuat Taiwan

diterima dalam organisasi-organisasi ekonomi regional dan intemasional.
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Strategy track-two diplomacy dilakukan oleh Taiwan dengan menggunakan instrumen
setengah resmi (unofficial). Skema tersebut dilakukan dengan membangun organisasi privat

yang memiliki koneksi longgar dengan birokrasi pemerintahan. Organisasi privat ini bisa
menjadi bagian dari struktur resmi pemerintah secara terselubung atau terlepas dari birokrasi
namun terkoneksi secara personal dengan tokoh-tokoh kunci pemerintahan. Keluwesan
struktur tersebut memberi keuntungan bagi proses kerja organisasi-organisasi privat tersebut.
Skema ini dapat berfungsi dengan baik karena adanya saling pengertian antara Taiwan
dengan mitra diplomatiknya, termasuk negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik

dengan China. Tercatat ada 47 negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan China

namun tetap membuka kantor ekonomi, perdagangan, dan/atau budaya di Taiwan. Taiwan
sendiri membuka misi ekonomi, perdagangan, dan/atau budaya di berbagai negara.
Kombinasi dari keduanya menunjukkan kekuatan misi unofficial Taiwan dalam menunjang

aktivitas diplomatiknya.
Taiwan juga menggunakan pendekatan semi-formal untuk berhubungan dengan

China. Taiwan mendirikan organisasi privat The Straits Exchange Foundation (SEF) untuk
melakukan dialog China yang diwakili oleh Association for Relations Across the Taiwan
Straits (ARATS).13 Dikepalai oleh tokoh privat, SEF, tidak masuk dalam struktur birokrasi

namun terikat dengan birokrasi secara longgar dimana aktivitas SEF berada di dalam arahan
birokrasi resmi pemerintah (dalam hal ini Mainland Affairs Council atau MAC). Dalam

proses pendiriannya, SEF mendapatkan ijin dari Executive Yuan (cabang pemerintahan
eksekutif) dan dari MAC, lembaga resmi pemerintah Taiwan yang mengurusi hubungan

antar-selat Taiwan. Tahun 1991, SEF secara resmi menandatangani kesepakatan dengan
MAC untuk mengurus beberapa hal teknis dalam hubungan antar-selat termasuk mengadakan

dialog mewakili pemerintah.
Sejauh ini efektivitas kinerja SEF terlihat dari keberhasilan mereka mencapai kata

sepakat untuk beberapa isu, terutama dalam bidang sosial-budaya, konsuler, dan ekonomi

yang sama-sama menguntungkan kedua pihak. Usulan mengenai pembicaraan tiga agenda,

yaitu: pembukaan komunikasi postal, pengaturan perjalanan laut, dan kerjasama pertukaran
pelaku kriminal menjadi agenda utama di periode awal negosiasi. Hal ini terus berlanjut
dengan pembicaraan dalam masalah-masalah lain yang berujung pada integrasi ekonomi,
termasuk di dalamnya adalah pembicaraan masalah investasi dan pengaturan tarif.

Kesepakatan integrasi ekonomi tersebut tertuang dalam Economic Cooperation Framework

Agreement (ECFA) yang ditandatangani kedua pihak tahun 2010.16
GLOBAL Vol. 13 No. 1 Mei 2011
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Model kedua adalah model backcharmel, yakni upaya mencari jalan tengah melalui

pertemuan-pertemuan rahasia. Aspek kerahasiaan menjadi kunci keberhasilan strategi ini

karena mampu menghindarkan para negosiator dari penilaian publik. Dalam banyak kasus,
tekanan publik justru menjadi problema dalam mencapai kesepakatan.

Dalam konteks proses perdamaian Palestina-Israel strategi backcharmel dilaksanakan
oleh Norwegia dalam menjembatani negosiasi di Oslo. Proses negosiasi diinisasi oleh Yossi
Beilin dan Rod Larsen, direktur The Norwegian Institute for Applied Social Sciences (Fafo).17
Keinginan untuk mengadakan perundingan PLO-Israel terkendala aturan hukum Israel yang
melarang adanya pertemuan antara pejabat resmi Israel dengan orang-orang yang terlibat
dalam PLO. Lagipula, harga politik dari pertemuan semacam itu belum bisa diprediksi. Beilin

kemudian mengusulkan agar perundingan dilakukan dengan menggunakan jasa para
akademisi

Israel.18 Fafo,

dengan dukungan dana dari pemerintah Norwegia, memfasilitasi

pertemuan antara para akademisi tersebut dengan perwakilan PLO, diwakili oleh Ahmad

Qurei, di berbagai tempat seperti London dan Oslo. Untuk menyamarkan pertemuan, Rod

Larsen menggunakan penelitian ilmiah Fafo sebagai

cover.19 Cover akademik

ini membuat

banyak pihak, termasuk media, tidak melihat aktivitas politik yang mereka bawa. Proses

perundingan sendiri berjalan dengan lancar meski terkadang mandeg.
Ada tiga hal yang mendukung keberhasilan strategi backchannel Norwegia hingga
tercapainya kesepakatan antara Palestina dengan Israel. Pertama, konsistensi dan posisi

Norwegia di dalam proses perundingan. Norwegia memiliki relasi yang cukup baik dengan

Israel dan

PLO.20 Faktor kedua adalah peran dan dukungan Amerika Serikat. Meski Amerika

Serikat tidak mendapat informasi mengenai perkembangan yang berlangsung, Presiden
Clinton tetap memberikan apresiasi positif terhadap hasil pertemuan di Oslo. Pada saat yang
hampir bersamaan, Amerika Serikat sedang aktif melakukan mediasi perundingan antara

Israel dan Suriah. Menlu Warren Christopher melakukan shuttle diplomacy antara Yerusalem
dan Damaskus untuk menemukan kata sepakat di antara kedua pihak. Kegagalan di trek ini
membuat

Presiden

Clinton

memberikan

dukungan

bagi

keputusan

Israel

untuk

menandatangani Kesepakatan Oslo dengan PLO. Israel sendiri ditengarai menggunakan trek
perundingan dengan Suriah untuk melemahkan posisi tawar Palestina dalam perundingan di

Oslo. Itamar Rabinovich merupakan salah satu akademisi yang memberikan penilaian
tersebut. Rabinovic sendiri merupakan salah satu aktor sentral dalam proses perundingan

Israel-Suriah.21 Terakhir, berlangsungnya

negosiasi Suriah-Israel juga menjadi cover bagi

aktivitas negosiasi dari sorotan media. Para juru warta memberikan porsi yang luar biasa pada
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upaya mediasi Amerika Serikat ini dan melupakan trek Palestina-Israel.

22

Munculnya

penandatanganan kesepakatan damai Palestina-Israei di Washington, DC. pada 13 September
1993 menjadi ledakan cerita di kalangan media. Keberhasilan menyembunyikan proses
perundingan dari pengamatan media menjadi faktor lain yang mendukung keberhasilan
strategi backeharmel Norwegia.

Dari kedua model tersebut, ada beberapa hal yang bisa diaplikasikan dalam konteks
Indonesia. Pertama, pemanfaatan kalangan akademik untuk memulai dialog dalam proses

perdamaian. Pilihan pada trek kedua tersebut akan mampu melepaskan tekanan terhadap
pemerintah. Selain kalangan akademisi, peran para pengusaha juga bisa dimanfaatkan.

Selama ini, dalam pelaksanaan diplomasi terhadap kawasan Timur Tengah, Indonesia banyak
memanfaatkan kalangan ulama untuk membantu pemerintah. Beberapa kali, misalnya,
pemerintah, terutama Departemen Luar Negeri, memfasilitasi perjalanan tokoh-tokoh agama

seperti KH. Hasyim Muzadi, Din Syamsudin, ataupun Azyumadi Azra ke Timur Tengah.23
Ada beberapa kekuatan yang dimiliki kalangan akademisi untuk melaksanakan

terobosan dalam mediasi Indonesia. Pertama, kalangan akademisi cenderung lepas dari
kepentingan politik sehingga mampu meletakkan diri dalam posisi yang lebih fair ketika
memandang konflik Palestina-Israel. Obyektivitas tersebut dibutuhkan mengingat selama ini
pandangan umum di Indonesia lebih cenderung melihat konflik Palestina-Israel sebagai

konflik agama sehingga pandangan terhadap konflik ini dilingkupi oieh elemen emosional.
Sebagai misal, publik senantiasa bereaksi negatif terhadap aksi-aksi militer Israel namun
tidak memberikan respon yang sama terhadap serangan roket atau bom bunuh diri yang
dilakukan kekuatan Palestina terhadap target sipil Israel. Penilaian semacam ini menjadi salah
satu contoh keberatan Israel terhadap peran Indonesia dalam mediasi proses perdamaian

Palestina-Israel.24
Kedua, kalangan akademisi mampu menghindari kecurigaan publik karena memiliki

cover penelitian dan aktivitas akademik lain. Hal ini akan mampu melepaskan tekanan publik
terhadap pemerintah meskipun akademisi tersebut memiliki koneksi dengan pemerintah.

Sensitivitas isu ini di mata publik Indonesia dapat dihindari dengan strategi serupa. Ketiga,
kalangan akademisi di Indonesia memiliki kedekatan dengan Kementerian Luar Negeri.

Secara rutin Kemlu mengadakan aktivitas-aktivitas penunjang perumusan kebijakan dengan
melibatkan para akademisi. Bahkan, dalam masalah ASEAN dan Asia Tiinur, Kemlu juga
melibatkan akademisi dalam pembicaraan trek kedua yang biasanya berlangsung back-to-
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back dengan pembicaraan resmi. Model semacam ini dapat diadopsi dalam konteks
membangun skema perdamaian Palestina-Israel.

Selain kalangan akademisi, peran pengusaha juga dapat dimaksimalkan. Kalangan
pengusaha memiliki keunikan sebagai agen perdamaian. Keyakinan mereka terhadap nilai-

nilai pasar, permintaan dan penawaran, membuat mereka senantiasa menemukan solusi yang
sama-sama menguntungkan. Relasi yang dibangun oleh kalangan pengusaha juga melintasi
batas negara dan tidak terikat pada kekakuan hubungan diplomatik. Misalnya, meski secara

legal pemerintah melarang hubungan dagang antara pengusaha Indonesia dengan Israel yang
dituangkan dalam SK Menteri Perdagangan RI No. 1 02/S Ky'V 111/1967, hubungan dagang

kedua negara tercatat tetap berlangsung dengan bantuan pihak ketiga, terutama Singapura
atau Yordania. Angka perdagangan antara Indonesia dan Israel dari awal tahun 1990an
hingga 2000an bahkan mengalami peningkatan. Larangan kontak dagang dengan Israel

tersebut kemudian secara resmi dicabut oleh pemerintah melalui SK Menteri Perdagangan RI
No. 26/MPP/Kep/II/2000. Saat ini relasi dagang antara Israel dengan Indonesia telah

berkembang sedemikian rupa. Kadin bahkan ditenggarai telah membangun misi dagang di
Israel. Di Indonesia, kantor perwakilan dagang Israel yang tidak resmi (bukan dibuat oleh

pemerintah) juga telah berdiri di Jakarta. Keberadaan misi dagang tersebut dapat

dimanfaatkan untuk memaksimalkan peran Indonesia dalam mediasi proses perdamaian

Palestina-Israel.25 Apalagi, nilai investasi Israel di Indonesia juga telah tumbuh.26
Berkenaan dengan keberatan Israel terhadap mediasi yang dilakukan oleh Indonesia,
salah seorang pejabat resmi Kedutaan Besar Israel di Singapura menyatakan bahwa pada

prinsipnya pemerintah Israel membuka diri terhadap peran negara atau kelompok negara
manapun yang ingin melakukan mediasi sejauh mediasi tersebut dilakukan secara fair dan

adil. Hal yang terpenting adalah kemampuan mediator untuk memahami kultur perdamaian.
Kultur perdamaian menjadi penting mengingat konflik Palestina-Israel sendiri telah
berlangsung dalam rentang waktu yang cukup

lama.27 Dalam

periode yang panjang tersebut,

nilai-nilai kebencian justru lebih dominan ditanamkan dari generasi ke generasi. Hal ini

nampak dalam kehidupan anak-anak di Gaza yang memiliki cita-cita menjadi pelaku bom

bunuh diri dengan target Israel, sipil ataupun militer. Cara pandang tersebut tidak terlepas
dari perjalanan hidup mereka di dalam kesengsaraan akibat okupasi yang membuat mereka
bersikap sangat kritis terhadap konflik. Kultur kekerasan yang lebih tertanam tersebut

menciptakan generasi yang kemudian lebih suka dengan konflik daripada perdamaian. Dalam
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kondisi tersebut, kebutuhan untuk membangun kultur yang mengepankan perdamaian

menjadi semakin

penting.28

Aspek Normatif dan Pragmatis dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia
Kebijakan luar negeri sebagai salah satu bidang kajian dari studi hubungan

internasional merupakan subjek studi yang kompleks. Kebijakan luar negeri merupakan
akumulasi dari dua variabel independen, yaitu perubahan ekstemal dan perubahan/kondisi
internal dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan untuk mencapai kepentingan nasional

dan mencegah negara-negara lain atau situasi-situasi tertentu menghalangi pencapaian

kepentingan nasional

tersebut.29 Selain

mempertimbangkan faktor ekstemal dan internal,

perumusan kebijakan luar negeri juga harus mempertimbangkan aspek normatif (ideal) dan
pragmatis (kepentingan) dari negara tersebut.

Secara normatif, kebijakan luar negeri Indonesia dibangun dengan prinsip bebasaktif.

30

Misi utama kebijakan bebas-aktif adalah menjamin kemerdekaan Indonesia.

Kemerdekaan merupakan nilai utama dari kebijakan luar negeri Indonesia yang bersifat
keluar, aman dari serangan negara lain, dan ke dalam, aman dari adanya gerakan separatisme.

Kebijakan luar negeri Indonesia harus dibangun untuk menunjang kesatuan Indonesia dan
harus diarahkan untuk memberi manfaat maksimal bagi publik sebagai upaya membangun
persatuan. Pemenuhan kebutuhan ekonomi juga menjadi hal penting lain yang harus

dipikirkan dalam rumusan kebijakan luar negeri Indonesia. Ketiga hal tersebut, kemerdekaan,
persatuan, dan kesejahteraan, merupakan elemen-elemen utama yang harus termaktub dalam

kebijakan luar negeri Indonesia.
Selain ketiga aspek tersebut, Rizal Sukma menilai bahwa kebijakan luar negeri

Indonesia memiliki tiga elemen utama, yaitu: kemerdekaan, anti-kolonialisme, dan

pragmatisme.31 Penekanan terhadap ketiga aspek tersebut mengalami perkembangan di tiaptiap pemerintahan. Pada periode kepemimpinan Soekamo (Demokrasi Terpimpin), misalnya,

semangat anti-kolonialisme lebih dominan jika dibandingkan dengan kedua aspek yang lain.

Sebelumnya, aspek kemerdekaan justru lebih dominan. Pada periode Orde Baru, aspek
pragmatisme lah yang paling dominan dibandingkan dengan dua aspek yang lain. Perbedaan

tersebut muncul karena interpretasi terhadap doktrin bebas-aktif sendiri cukup lentur.

Masing-masing memberikan pemahaman sesuai dengan kebutuhan jaman dan kebutuhan
rezim.
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Hal mendasar yang tidak boleh ditabrak adalah dua aturan legal yang membatasi

gerak kebijakan luar negeri Indonesia. Keduanya adalah Pancasila dan konstitusi. Sila-sila di
dalam Pancasila merupakan pilar kebijakan luar negeri Indonesia yang harus dipegang teguh.
Konstitusi juga memainkan peran penting dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Kedua
aturan legal tersebut menjadi pilar normatif lain yang harus dipatuhi dalam perumusan
kebijakan luar negeri Indonesia.

Selain kerangka normatif, kebijakan luar negeri Indonesia juga harus memiliki sisi
pragmatis. Pragmatisme kebijakan luar negeri Indonesia diarahkan pada pencapaian
kepentingan nasional yang berubah mengikuti perkembangan zaman. Beberapa kebijakan
dengan tegas menunjukkan aspek kepraktisan tersebut. Pembukaan hubungan diplomatik

Indonesia dengan Republik Rakyat China merupakan salah satu contoh kasus yang dapat
diangkat. Dalam permasalahan ini, kebutuhan untuk membuka pasar lebih dominan
dibandingkan semangat-semangat yang lain. Hal tersebut tcrkait dengan kebutuhan ekonomi
Soeharto dan

kroninya.32 Pembentukan ASEAN

menjadi contoh yang lain. Kebutuhan untuk

menciptakan kestabilan kawasan yang mendukung program pembangunan menjadi salah satu

alasan utama keputusan Indonesia untuk melupakan masa lalu carut-marut hubungan dengan
negara-negara tetangga. Selain itu, pembentukan ASEAN juga merefleksikan keinginan
Indonesia untuk menjadi negara utama di

kawasan.33 Fokus pada pembangunan tersebut lebih

ditekankan demi kebutuhan membangun legitimasi rezim daripada berkutat dengan dendam

politik masa lalu.
Pragmatisme kebijakan luar negeri didorong oleh pertarungan antarkelompok di tanah

air. Leo Suryadinata dan Benedict Leong menjelaskan benturan antara tiga kelompok politik
dan kepentingan utama sebagai salah satu hal yang menentukan dalam perumusan kebijakan
luar negeri

Indonesia.34 Ketiga kelompok tersebut adalah kelompok militer, kelompok Islam,

dan kelompok pengusaha. Ketiganya bermain di dalam partai politik dan birokrasi

pemerintahan. Benturan-benturan tersebut menjadi sangat kuat ketika berkenaan dengan isu
Islam dalam kebijakan luar negeri

Indonesia.35 Dalam

kasus proses perdamaian, perdebatan

antara mereka yang menggunakan pijakan normatif dan mereka yang bersikap pragmatis juga

muncul. Mereka yang menggunakan pijakan normatif terpecah dalam dua kubu, yaitu:

mereka yang menggunakan persaudaraan Islam dan mereka yang menggunakan logika
kemerdekaan. 36 Mereka yang bersikap pragmatis didominasi oleh kelompok yang tidak

menghendaki keterlibatan Indonesia dalam proses perdamaian. Mereka melihat ketiadaan
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keuntungan langsung yang akan didapatkan dalam upaya mediasi Palestina-Israel sementara
biaya ekonomi dan politiknya sangat besar.37

Berangkat dari batasan normatif dan aspek kepentingan tersebut, beberapa

rekomendasi dapat dikemukakan. Pertama, mengingat ada kebutuhan untuk memberikan
penekanan terhadap perjuangan kemerdekaan maka sudah pada tempatnya jika Indonesia

tidak memberikan pengakuan terhadap negara Israel sebelum ada penyelesaian final
mengenai batas wilayah Israel dan Palestina. Pengakuan tersebut bisa muncul sebagai

pengakuan bersyarat. Artinya, Indonesia akan dengan segera mengakui negara Israel jika
solusi final yang mengikat mengenai status negara Palestina dan penyelesaian batas wilayah
telah didapatkan. Mediasi Indonesia dapat dilaksanakan dalam kerangka ini. Jika tidak,
pilihan lain adalah dengan memberikan pengakuan terhadap hak hidup bangsa Yahudi dan
bangsa Arab-Palestina dengan tanpa memberi rujukan pada entitas politiknya. Dengan
demikian prinsip equality atau keseimbangan tetap dapat dilaksanakan.
Kendala kedua dalam upaya merumuskan kebijakan luar negeri Indonesia untuk lebih

konstruktif dalam proses perdamaian Palestina-Israel adalah ketiadaan kepentingan yang
nyata dalam keterlibatan Indonesia. Ada dua hal yang bisa digunakan sebagai rujukan.

Pertama, posisi Indonesia sebagai middle power dalam pergaulan internasional akan bisa

ditingkatkan dengan peningkatan reputasi Indonesia dalam proses perdamaian Palestina-

Israel. Indonesia memiliki catatan sejarah yang baik dalam upaya membangun perdamaian
dunia. Selain aktif dalam pengiriman pasukan perdamaian PBB, Indonesia juga menjadi

mediator dalam penyelesaian konflik internal di Kamboja, konflik di Bosnia, konflik di

Filipina Selatan, dan konflik di Thailand Selatan. Catatan-catatan tersebut memberi pengaruh
yang positif bagi Indonesia dalam pergaulan internasional. Kedua, sebagai mediator dalam

proses perdamaian Palestina-Israel, Indonesia juga akan mendapatkan keuntungan ekonomi

baik langsung maupun tidak langsung. Keterlibatan Indonesia dalam proses perdamaian akan
mampu meningkatkan relasi ekonomi Indonesia dengan Israel, yang berarti mampu memutus
kebutuhan pihak ketiga dalam hubungan ekonomi Indonesia-Israel. Selain itu, keterlibatan
Indonesia juga akan mendapat dukungan dari negara-negara lain yang secara ekonomi kuat.

Negara-negara seperti Amerika Serikat, Eropa Barat, hingga negara-negara Arab akan
memberi dukungan yang positif bagi keterlibatan Indonesia.
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Kesimpulan

Upaya untuk membangun skema bagi keterlibatan Indonesia dalam proses

perdamaian Palestina-Israel dihadapkan pada beberapa kendala. Pertama, tidak adanya
hubungan diplomatik Indonesia-Israel membuat Indonesia tidak dalam posisi seimbang
sebagai mediator. Meski tidak ada penolakan secara prinsipil dari Israel, ketimpangan posisi

tersebut dapat kontraproduktif bagi proses perdamaian. Upaya untuk mengatasi kendala

tersebut

dapat

dilakukan

dengan

membangun

skema

unofficial-official

yang

mengintegrasikan pendekatan model Taiwan dan model back-channel. Skema ini memberi

penekanan pada peran trek kedua dengan opsi pada kalangan akademisi dan/atau pengusaha.

Aktivitas mereka dapat dikaitkan dengan lembaga resmi pemerintah, dalam hal ini Kernlu,
secara longgar. Blessing resmi dari pemerintah terhadap trek kedua ini akan mampu
memberikan credential bagi aktivitas mereka dalam membangun skema perdamaian

sekaligus memperkuat penerimaan para pihak yang bertikai.
Kedua, kendala politik yang muncul dari isu pembukaan hubungan diplomatik

Indonesia-Israel. Kendala ini dapat diatasi dengan mengembangkan kebijakan yang tidak lari

dari kerangka normatif dan kerangka pragmatis kebijakan luar negeri Indonesia. Kerangkakerangka normatif kebijakan luar negeri Indonesia mensyaratkan dukungan terhadap usaha
kemerdekaan dari penjajahan. Rekomendasi yang diberikan adalah menggunakan hal ini
seperti kartu diplomatik dalam mediasi Indonesia. Dengan kata lain, pengakuan terhadap

negara Israel bisa dimunculkan secara berimbang dengan berdirinya negara Palestina. Secara

pragmatis, mediasi Indonesia akan membawa nilai positif pada reputasi Indonesia dalam

pergaulan internasional dan keuntungan ekonomi yang didapatkan dari kedekatan dengan
negara-negara Barat. Secara ringkas, skema bagi mediasi Indonesia dalam proses perdamaian
Palestina-Israel dapat dilihat dalam bagan berikut ini:
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Bagan 2. Skema mediasi Indonesia dalam proses perdamaian Palestina-Israel

Integrasi Strategi

Taiwan model:
digunakan untuk
mengatasi ketiadaan
kontak diplomatik
Israel-Indonesia; pilihan
solusi yang ditawarkan
adalah dengan
mengembangkan trek

akademisi dan/atau
pengusaha yang
dikaitkan secara longgar
kepada pemerintah

Back-channel.
digunakan untuk
mengatasi tekanan
publik terhadap kontak
resmi Indonesia-Israel;
pilihan solusi yang
dilakukan dengan
menggunakan cover

aktivitas akademik
seperti pada kasus
Norwegia

Kebijakan luar negeri Indonesia dalam proses
perdamaian Paiestina-Isracl

Aspek pragmatis:
identifikasi kepentingan

Aspek normatif:

konstitusi, bebas-aktif,
dll; solusi yang diajukan
adalah menggunakan
isu kontak resmi
Indonesia-Israel sebagai
kartu diplomatik bagi
keterlibatan Indonesia

nasional Indonesia;

kepentingan Indonesia
dapat muncul dalam dua
hal, yaitu: reputasi
Indonesia dan
keuntungan ekonomi
seperti yang didapatkan
oleh ko-mediator lain
dalam proses
perdamaian
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